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Abstrak
 

Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate

Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada

penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya

tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip

Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana penyimpangan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada penyelenggaraan RUPS di dalam beberapa putusan

pengadilan negeri di Indonesia; dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris pada penerapan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan

data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil penelitian ini yaitu (i) pada

penyelenggaraan RUPS di perseroan tertutup ditemukan penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance yang mengakibatkan RUPS diputus tidak sah dan batal yang terdapat pada beberapa putusan

pengadilan negeri di Indonesia, seperti tidak adanya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan,

akuntabilitas perseroan yang tidak terpenuhi akibat tidak jelas fungsi, dan kewenangan antar pengurus,

pelanggaran syarat keabsahan RUPS sebagaimana telah diatur UUPT 2007, sehingga prinsip responsibilitas

yakni kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku tidak terpenuhi, terdapat juga

penyimpangan prinsip independensi yakni pengurus perusahaan yang tidak objektif dalam memberikan

keputusan RUPS, dan kesetaraan serta kewajaran, pemegang saham minoritas dirugikan akibat putusan

RUPS yang tidak melibatkan mereka, dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan

hukum agar syarat formil RUPS dapat dipenuhi dan secara tidak langsung dapat membantu perusahaan

untuk meminimalisir penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

......In holding the General Meeting of Shareholders (GMS), the company is guided by the principles of

Good Corporate Governance, the management of the company must pay attention to the legality of the

GMS. Otherwise, the principles of good corporate governance will not be fulfilled. It is intended thus the

company in holding the GMS can create a good corporate management system and there are no deviations

from the principles of Good Corporate Governance. This research discusses about: (i) How the deviations of

the principles of Good Corporate Governance in the holding of the GMS based on several decisions of the

district courts in Indonesia; and (ii) the roles and responsibilities of a notary in the application of the

principles of Good Corporate Governance. This research is normative juridical research and uses secondary

data accompanied by an explanatory research typology. The results of this study are (i) in several district

court decisions in Indonesia, deviations from the principles of Good Corporate Governance were found

which resulted in the holding of the GMS being declared invalid and void, such as the absence of

information disclosure in the financial statements, incomplete accountability of the company due to unclear

functions, and authority between management, violation of the requirements for the legality of the GMS as
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regulated in the Law Number 40 of 2007 about Company Law thus the principle of responsibility is not

fulfilled, company management who are not objective in making the decisions of the GMS, and equality and

fairness that are not felt by minority shareholders because the GMS decisions are detrimental to them, and

(ii) notary can use the obligation to provide legal counseling and eventually the formal requirements of the

GMS can be fulfilled and able to indirectly help the company to minimize deviations from the principles of

Good Corporate Governance.


